BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (S) Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa perlu dilakukan penyesuaian
tarif retribusi; '

c. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebuidayaan Kabupaten Aceh Besar 800/ 3601.A/2019 tanggal
25 Juli 2019 perihal Permohonan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Tarif Wisma Atlet;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); \gv
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Ind@nesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633); .

7. Undang-Updang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesig Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966},

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049); : " ‘

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beb rapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

» Perigelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322); '

11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor 02);

12. Qanun Kapupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahuyn 2012 tentang
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor
32); '

13. Qénun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahyn 2016 tentang
Pembentukan dan Susunarn Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor 55), » ' :

MEMUTUSKAN : v
Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENYESUAIAN
TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN

JVILLA. 3\' (\1’
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang
dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Besar;

4. Bupati adalah Kepala Pemerjntah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang
dipilih melalui suatu proses démokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

S. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis
peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah
dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi korektif dan bentuk
usaha tetap;

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah Pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan,;

9. Jasa adalah.Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

11. Retribusi Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat
penginapan/pesanggrahan /villa yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh
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Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan/atau dikelgla oleh
Pi][‘xak Swasta; '

Penginapan/pesanggrahan/villa adalah fasilitas penyediaap jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dgngan dlpupgut
bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan yang sejenisnya serta
rumah kost yang disediakan oleh pemerintah daerah;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwajihkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memafaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari, Pemerintah Daerah yang bersangkutan,

Surat Setoran Retribysi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjyk oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok Retribusi yang terutang;

Syrat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di
singkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar dari pada Retrihusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
syrat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda;

Pemeriksaan -adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpyn dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang diilaksanakan secara
objektif dan professignal berdasarkan suatu stgndar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewgjiban Refribusi Daerah dan /atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-pndangan: Retribusgi Daerah;

BAB II
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 2

Ketentuan BAB VI Pasal 8 ayat (5) huruf A disesuaikan tarifnya, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

A. Penginapa;l (losmen, wisma,)
PNS:
a. superior Rp. 350.000,-/ kamar-/malam .
b. standar Rp. 250.000,-/kamar-/malam.
d. extra ped Rp. 100.000,—/}<amar/malam.
€. Aula T. Panglima Polem Rp. 1.000.000,-/ Ruang/Hari.
f. Aula Ali Hasjmy Rp. 700.000,- /Ruang/Hari,



UMUM :

a. superior Rp. 375.000,-/ kamar-/malam .

b. standar Rp. 275.000,-/kamar-/malam.

d. extra bed Rp. 110.000,-/kamar/malam.

e. Aula T. Panglima Polem Rp. 1.100.000,-/ Ruang/Hari.
f. Aula Ali Hasjmy Rp. 800.000,-/Ruang/Hari.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 18 November 2019 M.

21 Rabiul Awal 1441 H

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 18 November 2019 M
25 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH

%/KABUPATEN ACEH BESAR, \?

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 34



